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ABSTRAK 

 
PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM 

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2008 

 
Oleh 

 

Faradiba Putri Rahmadani 
 

Pelayanan publik merupakan hak konstitusional dan hak dasar warga negara yang 

dijamin oleh konstitusi yang harus dipenuhi dengan baik sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan oleh masyarakat. Ombudsman memiliki peran untuk dapat 

mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Output dari 

pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi atau saran tertentu yang diberikan 

dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka perbaikan 

pelayanan publik dan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan rekomendasi 

Ombudsman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mendalami perangkat hukum 

nasional yang relevan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam 

rangka perbaikan pelayanan publik masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan 

masih banyaknya laporan mengenai Tindakan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Sampai dengan saat ini di dalam Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman belum mengatur tentang 

mekanisme paksa terhadap penyelenggara pelayanan publik yang tidak 

melaksanakan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak dilaksanakannya rekomendasi 

Ombudsman adalah kurangnya sosialisasi terhadap fungsi rekomendasi 

ombudsman, kekuatan mengikat rekomendasi ombudsman, ketentuan sanksi bagi 

yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, kesadaran penyelenggara 

pelayanan publik terhadap pelaksaan Rekomendasi Ombudsman. 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, 

Rekomendasi, Maladministrasi 
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“If you are gratefull, I will give you more” 

(Q.S. Ibrahim: 7) 

 

 

 
 

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai 

untuk menjadi hebat” 

(Zig Ziglar) 

 

 

 
 

“Hal hebat tidak dilakukan tiba-tiba, tetapi dilakukan dengan serangkaian hal-hal 

kecil” 

(Vincent van Gogh) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Tujuan negara Republik Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya 

adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa1. 

Atas dasar tujuan tesebut, negara wajib memenuhi kebutuhan setiap warga 

negaranya. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui sistem 

pemerintahan yang baik untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik kepada masyarakat2. 

Pelayanan publik merupakan hak konstitusional dan hak dasar warga negara yang 

dijamin oleh konstitusi yang harus dipenuhi dengan baik sehingga manfatnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat3. Pelayanan publik adalah rangkaian pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik 

dikategorikan pelayanan yang baik apabila dalam pelayanannya dilakukan secara 

terbuka, setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama atas jenis pelayana 

 

 

 
 

1 Inggit Akim and Vanessa Eklesia, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP REKOMENDASI 

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MALADMINISTRASI PELAYANAN 

PUBLIK,” PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG 
BERKELANJUTAN, no. 0 (September 30, 2021): 91–117. 
2 Setiadjeng Kadarsih, “TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2008,” Jurnal Dinamika 

Hukum 10, no. 2 (May 15, 2010): 175–82. 
3 Agus Triono, “EKSISTENSI LEMBAGA PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH,” SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah 

Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya 17, no. 1 (2015): 65–76, 

https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.88. 
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yang sama. Maka dari itu pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik 

harus memaksimalkan perannya guna memenuhi kebutuhan publik. 

 

Untuk dapat mewujudkan Good Governance dibutuhkan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik4. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang terjadi dilapangan 

saat ini menunjukkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

masih jauh dari yang diharapkan5. Penyelenggaraan pelayana publik saat ini masih 

belum efektif dan efisien dan juga kualitas pada sumber daya manusia masih belum 

memadai. Terbukti dari masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan 

penundaan berlarut, persyaratan yang tidak transparan dan masih banyak 

permaslaahan yang lainnya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil ataupun imateriil bagi 

masyarakat ataupun orang perorangan. Walaupun pelayanan publik masih jauh dari 

yang diharapkan, pemrintah berusaha untuk memaksimalkan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat6. Pengawasan dalam hal pelayanan publik menjadi salah satu 

cara yang digunakan untuk membangun masyarakat terhadap kinerja dari 

pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik secara 

internal maupun eksternal. 

 

Untuk mendorong terwujudnya penylenggaraan pelayan publik yang baik, 

Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawasan diharapkan dapat 

menciptakan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2008 

 
 

4 Nabila Firstia Izzati, “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia,” 

Sasi 26, no. 2 (2020): 176–87. 
5 Situmeang Fernandus, Hamidah Upik, and Eka Putri Marlia, “PERAN OMBUDSMAN 

REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN 
LAPORAN ATAS DUGAAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PUBLIK,” Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara 5, no. 2 (2018), 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1420. 
6 Iga Sukma Devi, F. C. Susila Adiyanta, and Nabitatus Sa’adah, “PELAKSANAAN 

REKOMENDASI OMBUDSMAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK 
IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi di Kantor Perwakilan 

Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta),” 

Diponegoro Law Journal 8, no. 3 (July 31, 2019): 2058–75. 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1420
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tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki 

wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Ombudsman merupakan lembaga pengawasan eksternal yang keberadaannya 

diharapkan dapat mengontrol tugas penyelenggara negara dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik7. Lembaga ini berkerja berdasarkan atas pengaduan yang 

dilakukan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk mengajukan 

aduan apabila ada hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara 

negara. Ombudsman merupakan lembaga yang independen, dimana dalam 

melaksakan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Objek 

pengawasan ombudsman adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah baik yang dipusat 

maupun daerah. 

 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman berdasarkan pada 

beberapa asas, yaitu kepatuhan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, 

akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Ombudsman memiliki 

tugas antara lain, memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi adalah perilaku menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk 

kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat 

maupun orang perorangan. Dalam hal ditemukannya maladministrasi, maka 

 
 

7 Regina Angelita Br Sebayang and Hartati Hartati, “PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI 

LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA,” Mendapo: Journal of 

Administrative Law 2, no. 2 (June 11, 2021): 63–75, 

https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428. 
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ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi yang wajib untuk dilaksanakan oleh 

instansi terlapor8. 

 

Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman memiliki harapan 

yang besar untuk dapat menyelesaikan persoalan maladministrasi pelayanan publik 

yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan agar 

tercapainya efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, justru pada 

praktiknya di lapangan rekomendasi ombudsman yang diberikan seringkali tidak 

dilaksanakan oleh instansi terlapor. Hal ini tidak sejalan dengan landasan 

rekomendasi ombudsman sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 37 

Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1 yang secara jelas menyatakan “Terlapor dan atasan 

terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman”. Rekomendasi 

ombudsman tidak semestinya menjadi suatu hal yang dapat diabaikan oleh instansi 

terlapor. 

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rekomendasi 

ombudsman dalam perbaikan pelayanan publik dengan memilih judul 

“Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Dalam Perbaikan Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2008”. 

 

 
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

 
Berdasarkan pada uraian latar belakang du atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut : 

 

a. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi ombudsman dalam perbaikan 

pelayanan publik menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2008 ? 
 

 
8 Muhammad Fachry Dharmawan and Robinsar Marbun, “KEPATUHAN PENYELENGGARA 

PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN 

REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN MALADMINISTRASI TAHUN 2019,” 

Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 11, no. 2 (December 2, 2021): 285–304, 

https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3035. 



5 
 

 

 

 

 

b. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan rekomendasi ombdusman dalam 

perbaikan pelayanan publik menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2008 ? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan 

batas penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian. 

Pembahasan mengenai Ombudsman ini memiliki cakupan yang luas, maka dari itu 

peneliti membatasi ruang lingkup pada skripsi agar dapat terarah dan sesuai dengan 

objek permasalahan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Pada 

skripsi ini peneliti menitik beratkan pada pelaksanaan rekomendasi ombudsman 

dalam perbaikan pelayanan publik dan faktor penghambat pelaksanaan 

rekomendasi ombudsman dalam perbaikan pelayanan publik dalam periode waktu 

2017-2021. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi seluruh bentuk pelayanan 

yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan rekomendasi ombudsman dalam perbaikan 

pelayanan publik 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan rekomendasi 

ombudsman dalam perbaikan pelayanan publik 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain : 

 
a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan 

penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam hal pelaksanan rekomendasi ombudsman dalam perbaikan pelayanan 

publik. 
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b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak terutama bagi aparatur penegak hukum dan masyarakat pada 

umumnya. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Pelayanan Publik 

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 
Dalam sistem Negara Kesejahteraan, pelayanan publik menjadi bagian penting dari 

tujuan Negara9. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang penting. Dalam UUD 

1945 di alenia ke 4 tertulis tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia. Dari ke 4 tujuan Negara tersebut 3 diantaranya memiliki kaitan 

dengan pelayan publik. Dilihat dari perspektif hukum, pelayanan publik merupakan 

suatu kewajiban yang harus diberikan utnuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara 

atau penduduknya. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh 

warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik10. 

 
Berdasarkan pengertian pelayanan publik diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga non- 

pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat guna memberi jasa 

pelayanan publik. 

 

 
 

9 Agus Pribadiono, “Pelayanan Publik Dan Lembaga Ombudsaman RI Dalam Upaya Percepatan 

Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan - Neliti,” 2014, 

https://www.neliti.com/publications/18083/pelayanan-publik-dan-lembaga-ombudsaman-ri-dalam- 
upaya-percepatan-pencapaian-tuj. 
10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2015. 

7 

http://www.neliti.com/publications/18083/pelayanan-publik-dan-lembaga-ombudsaman-ri-dalam-
http://www.neliti.com/publications/18083/pelayanan-publik-dan-lembaga-ombudsaman-ri-dalam-
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Adapun unsur-unsur pelayanan publik, sebagai berikut : 

1) Penyedia layanan, yaitu yaitu pihak yang memberikan suatu layanan 

tertentu, berupa layanan dalam bentuk penyedian barang dan jasa 

2) Penerima layanan, yaitu mereka yang menerima berbagai layanan dari 

pihak yang menyediakan layanan. 

3) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan kepada pihak yang 

membutuhkan layanan 

4) Kepuasan pelanggan, yaitu dalam memberikan pelayanan penting bagi 

lembaga penyedia layanan untuk mengacu pada tujuan utama memberikan 

layanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting karena tingkat 

kepuasan pelanggan memiliki kaitan yang erat dengan kualitas barang atau 

jasa yang mereka nikmati. 

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut11 : 

 
1) Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

2) Tersedianya karyawan yang baik. 

3) Bertangung jawab kepada setiap pengguna jasa. 

4) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

5) Tersedia sarana dan prasarana yang baik. 

6) Mampu berkomunikasi. 

7) Berusaha memahami kebutuhan nasabah. 

8) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

 
2.1.2 Asas-asas dan Prinsip Pelayanan Publik 

 
Di dalam pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan sebagai berikut : 

1) Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan publik ini tidak boleh 

mengutamakan pribadi atau kelompok tertentu. 

2) Kepastian Hukum, yaitu adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan. 

 
11 Muhammad Fitri Rahmadana et al., Pelayanan Publik (Yayasan Kita Menulis, 2020). 
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3) Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang diberikan tidak membedakan ras, 

suku, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

4) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu hak yang dipenuhi harus 

sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemberi atau 

penerima pelayanan publik. 

5) Professional, yaitu dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. 

6) Partisipatif, yaitu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara memperhatikan kebutuhan 

masyarakat. 

7) Persamaan perilaku/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil. 

8) Keterbukaan, yaitu penerima pelayanan publik dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

dibutuhkan. 

9) Akuntabilitas, yaitu proses pelayanan publik dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan peraturan perundang- 

undangan. 

10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu 

meberikan kemudahan terhadap kelompok yang rentan. 

11) Ketepatan waktu, yaitu proses penyelesaian pelayanan dilakukan 

setiap waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

12) Kecepatan, kamudahan, dan keterjangakauan, yaitu setiap 

pelayanan dilakukan dengan cepat, mudah dan terjangkau. 

Menganai asas-asas yang dapat digunakan untuk mendasari pelayanan publik, 

sebagai berikut : 

1) Asas Transparansi 

 
Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki dalam pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka bagi 

masyarakat, dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, 
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perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau 

pengendaliannya, dan tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa 

pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pihak. 

Transparans pemerintah merupakan suatu hal yang penting, karena dengan 

transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak 

pengertian tentang rencana kebijakan yang dijalankan. 

2) Asas Keadilan 

 
Harapan masyarakat agar seluruh aturan hukum dapat mencerminkan rasa 

keadailan merupakan sebuah kondisi ideal yang diharapkan, walaupun pada 

kenyataannya masih terdapat aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai- 

nilai keadilan. Dalam konteks keadilan hukum, menuatakan bahwa hukum 

yang tidak adil dianggap bukan hukum yang dapat dipahami, sebab 

bagaimana mungkin penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan jika 

dalam aturan hukum itu sendiri berisi ketidakadilan. 

3) Asas Good Governance 

 
Good Governance merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi 

semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintahan. Good Governance 

menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh 

pemerintah dan institusi-institusi lainnya, swasta maupun negara. Bahkan 

non pemerintah, bisa saja menjadi pemegang dominan dalam governance 

atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun. Dalam 

kerangka ini pemerintah dituntut memposisikan keberdayaannya atau 

bersikap dalam hal keberlangsungan suatu proses governance. 

Pelayanan publik merupakan sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

mendasar untuk mencapai kesejahteraan sosial12. Sehingga perlu memerhatikan 

 

 

 

12 Tommy Sadi, “KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN 

PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK,” LEX ET SOCIETATIS 5, no. 6 (November 6, 2017), 

https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17919. 
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beberapa prinsip-prinsip untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan 

publik memiliki beberapa prinsip, sebagai berikut : 

1) Kesederhanaan, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan, antara persyaratan teknis dan administratif, kejelasan dalam 

rincian dan tata cara pengolahan, serta unit kerja atau pejabat yang memiliki 

wewenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

3) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dilakukan dalam 

kurun waktu yang sudah ditetapkan. 

4) Akurasi, yaitu dapat diterima dengan benar dan tepat. 

5) Keamanan, proses pelayanan memberikan rasa aman. 

6) Tangung jawab, yaitu penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai. 

8) Kemudahan akses, yaitu sarana pelayanan yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat. 

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan publik 

harus mengutamakan disiplin, sopan, dan ramah dalam memberikan 

pelayanan. 

10) Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, bersih, dan rapih. 

 

 

2.1.3 Bentuk Pelayanan Publik 

 
Pengelompokkan bentuk pelayanan masyarakat apabila didasarkan pada ciri dan 

sifat kegiatan dalam proses pelayanan dapat dibedakan menjadi13: 

1) Bentuk pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang diberikan 

oleh unit pelayanan dalam bentuk kegiatan pencatatan, penelitian, 

pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan mengenai tata usaha 

lainya yang menghasilkan dokumen. 

 

13 Enny Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,” Jurnal Literasi 

Hukum 3, no. 2 (2019): 10. 
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2) Bentuk pelayanan barang, yaitu pelayanan yang diberikan unit pelayanan 

dalam bentuk penyediaan dan atau pengolaha bahan yang berwujud serta 

proses pendistribusiannya kepada konsumen.hasil akhir yang diperoleh dari 

pelayanan ini berupa produk yang berwujud benda. 

3) Bentuk pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana beserta dengan 

penunjangnya. 

 
2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelayanan publik. 

Kualitas merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Tidak hanya 

ditujukan bagi lembaga penyelenggara jasa, tetapi juga diajukan kepada lembaga 

pemerintahan yang erat kaitannya dengan kualitas pelayanan publik. Menurut 

Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), kualitas merupakan keseluruhan 

karakteristik dari suatu barang atau jasa terkait dengan kesesuaian terhadap 

kebutuhan yang diharapkan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kualitas pelayanan, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan adalah usaha untuk memenuhi sesuatu yang berhubungan 

dengan jasa, manusia, proses yang memnjadi kebutuhan dan keinginan dari 

konsumen berupa barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi harapan 

serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

 
2.2 Maladministrasi 

 

2.2.1 Pengertian Maladministrasi 
 

Selama ini banyak kalangan yang terjebak dalam memahami maladministrasi, yaitu 

semata-mata hanya dianggap sebagai penyimpangan administrasi dalam arti sempit, 

penyimpangan hanya berkaitan dengan ketatabukuan dan tulis-menulis. Bentuk- 

bentuk penyimpangan di luar hal-hal yang bersifat ketatabukuan tidak dianggap 

sebagai maladministrasi. Padahal terminology maladministrasi dimaknai secara 

luas sebagai bagian penting dari pengertian administrasi itu sendiri. Secara lesikal, 
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administrasi mengandung empat arti yaitu: (1) usaha dan kegiatan yang meliputi 

penetapan tujuan serta secara penyelenggaraan dan pembinaan organisasi; (2) usaha 

dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai 

tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan (4) 

kegiatan kantor dan tata usaha. Pengertian maladministrasi secara umum adalah 

perilaku yang tidak wajar, tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang 

menimpa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, 

termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang 

digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau 

diskriminatif dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan 

undang-undang atau fakta, serta tidak masuk akal14. Secara umum, ketentuan 

maladministrasi sudah ada dan tersebar di sejumlah peraturan perundang undangan 

yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ketentuan perundangan yang memuat 

tentang berbagai perilaku, pembuatan kebijakan, dan peristiwa yang menyalahi 

hukum dan etik maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan 

pemerintah, pegawai, pengurus, pengurus perusahaan milik swasta dan pemerintah, 

termasuk perseorangan yang membantu pemerintah untuk membantu pelayanan. 

Ketentuan tentang bentuk maladministrasi itu memang disebutkan secara literal 

(secara langsung) sebagai maladminsitrasi, ketentuan bentuk maladministrasi 

tersebut di dalam berbagi undang undang lebih lanjut hanya dikaitkan dengan tugas 

pokok dan fungsi kelembagaan yang menjadi penyelenggaran pelayanan publik. 

 
Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

RI memberikan definisi tentang maladministrasi yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Perilaku dan perbuatan melewati hukum. 

b. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang. 

c. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang. 

d. Pengabaian kewajiban hukum dalam penylenggaraan pelayanan publik. 
 

14 Hendra Nurtjahyo, Memahami Maladministrasi (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 

2013). 
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e. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. 

f. Menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi masyarakat dan orang 

perseoranan. 

 
2.2.2 Bentuk Maladministrasi 

Ombudsman membuat katagori tindakan maladministrasi sebagai berikut : 

1) Tindakan yang dirasakan janggal (inappropriate) karena dilakukan tidak 

sebagaimana mestinya. 

2) Tindakan yang menyimpang (deviate). 

3) Tindakan yang melanggar ketentuan (irregular / illegitimate). 

4) Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). 

5) Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu 

(undue delay). 

6) Tindakan yang tidak patut (inequaty). 

 
Berdasarkan karakteristiknya, maladministrasi dapat dibedakan menjadi enam 

kelompok, diantarannya adalah : 

 

1) Kelompok pertama merupakan bentuk maladministrasi terkait dengan ketetapan 

waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari tindakan penundaan 

berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban. 

a. Penundaan berlarut 

Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 

pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa 

alasann yang jelas dan masuk akal sehingga proses admnistrasi yang sedang 

dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) 

mengakibatkan pelayanan umum yang tidak memiliki kepastian. 

b. Tidak mengangani 

Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang 

semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum 

kepada masyarakat. 

c. Melalaikan kewajiban 
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Dalam proses penerimaan pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak 

kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi 

kewajiban dan tanggung jawabnya. 

2) Kelompok kedua merupakan bentuk-bentuk maladministrasi yang 

mencerminkan keberpihakkan sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan dan 

diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persengkokolan, kolusi, dan nepotisme, 

bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak. 

a. Persekongkolan 

Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pejabat publik yang bersekutu dan 

turut melakukan kejahatan, kecurangan, dan melawan hukum sehingga 

menyebabkan proses pelayanan yang baik tidak dapat dirasakan oleh 

masyarakat. 

b. Kolusi dan Nepotisme 

Perbuatan yang dilakukan dalam proses pemberian pelayanan umum kepada 

masyarakat, seorang pejabat publik melakukan sautu tindakan tertentu yang 

mengutamakan kepentingan keluarga serta kolega sendiri dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, baik yang dilakukan dalam memberikan pelayanan 

umum ataupun untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu dalam 

lingkungan pemerintahan. 

c. Bertindak tidak adil 

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat public dalam memberikan 

pelayanan umum melakukan tindakan berupa memihak, melebihi atau 

mengurangi dari yang seharusnya sehingga pelayanan umum menjadi 

berjalan tidak sebagaimana mestinya. 

d. Nyata-nyata berpihak 

Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam proses pemberian 

pelayanan umum bertindak mementingkan salah satu pihak tanpa 

memperdulikan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang 

diambil berdampak pada pihak yang lainnya. 
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3) Kelompok ketiga merupakan bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih 

mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan 

perundangan: Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran Undang- 

Undang, perbuatan melawan hukum. 

a. Pemalsuan 

Perbuatan yang dilakukan untuk meniru sesuatu secara tidak sah atau 

melawan hukum guna kepentingan menguntungkan diri sendiri ataupun 

pihak tertentu sehingga mengakibatkan pelayanan umum yang baik tidak 

bisa di dapatkan oleh masyarakat. 

b. Pelanggaran Undang-undang 

Perbuatan yang dilakukan dalam proses pemberian pelayanan umum oleh 

seorang pejabat publik dengan sadar secara sengaja melakukan tindakan 

yang menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga pelayanan umum yang baik tidak bisa di dapatkan oleh 

masyarakat. 

c. Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan yang dilakukan dalam proses pemberian pelayanan umum yang 

dilakukan oleh seorang pejabat publik bertentangan dengan ketentuan yang 

berlaku dan kepatutan sehingga berdampak pada pelayanan umum yang 

dirasakan oleh masyarakat. 

4) Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan 

kewenagan/ kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas 

pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari 

tindakan di luar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, 

intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan 

tindakan yang menyimpang prosedur tetap. 

a. Di luar Kompetensi 

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 

memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga 

masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik. 
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b. Tidak kompeten 

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak 

mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat tidak memadai. 

c. Penyimpangan porsedur 

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak 

mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga 

masyrakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik. 

5) Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan 

sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum 

kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari Bertindak Sewenang-wenang, 

Penyalahgunaan Wewenang, dan Bertindak Tidak Layak / Tidak Patut. 

a. Bertindak sewenang-wenang 

Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan 

untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan 

dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan 

pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat. 

b. Penyalahgunaan wewenang 

Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan 

untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga 

menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya. 

c. Bertindak tidak layak / tidak patut 

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik 

melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga 

masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. 

6) Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan 

tindakan korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan pemerasan atau 

permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain 

tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. 

a. Permintaan Imbalan Uang (Korupsi) 

Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 

pejabat publik meminta imbalan dalam bentuk uang dan sebagainnya atas 
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pekerjaan yang sudah seharusnya dilakukan karena merupakan tanggung 

jawabnya. Seorang pejabat negara yang melakukan tindakan penggelapan 

uang negara, perusahaan milik negara, dan sebagainya untuk kepentingan 

pribadi atau orang lain sehingga menjadikan pelayanan umum yang 

diberikan kepada masyrakat tidak sebagaimana mestinya. 

b. Penguasaan Tanpa Hak 

Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang 

pejabat publik menguasai sesuatu yang bukan miliknya secara melawan 

hak, hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari kewajiban pelayanan 

umum yang diberikan kepada masyarakat. 

c. Penggelapan Barang Bukti 

Dalam proses penegakan hukum, seorang pejabat publik telah menggunakan 

barang, uang dan sebagainnya secara tidak sah, yang merupakan barang 

bukti suatu perkara. Hal ini berakibat pada saat pihak yang berperkara 

meminta Kembali barang tersebut, pejabat publik terkait tidak dapat 

memenuhi kewajibannya tersebut. 

 
2.2.3 Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman 

 
Cara pencegahan maladministrasi oleh Lembaga Ombudsman terdiri dari: 

1) Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi merupakan penyebarluasan informasi mengenai tugas dan 

kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga Negara untuk mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah: 

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 

mengenai ke dudukan, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

b. Memberikan kesadaran kepada publik bahwa mereka dilayani oleh birokrasi 

pemerintahan clan instansi pelayan publik lainnya. 



19 
 

 

 

 

 

c. Mendorong institusi penyelenggara pelayan publik untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat. 

d. Mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik di provinsi setempat. 

e. Memberikan saran perbaikan kepada lnstansi Penyelenggara Pelayanan 

Publik atau Pemerintah Provinsi sebagai tindaklanjut dari penanganan 

pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI secara 

langsung. 

 
2) Kerja Sama Antar Lembaga 

a. Kerja Sama Dalam Negeri 

Kerja sama dengan Organisasi Pemuda, LSM, Ormas, dan NGO yang 

ada di Lampung dalam rangka penerimaan pengaduan masyarakat dan 

meningkatkan pengwasan penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk 

kerja sama dalam negeri, dapat berupa : 

1. Penandatangananan kesepahaman antara Kementrian Kesehatan RI 

dengan Ombudsman RI tentang Percepatan 

2. Penyelesaian Laporan/Pengaduan dan Peningkatan Kualitas 

Penylenggaraan Pelayanan Publik di bidang Kesehatan. 

b. Kerja Sama Luar Negeri 

Kerja sama dengan Ombudsman Australia. Mengadakan kegiatan 

pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

yang diikui oleh Anggota Ombudsman RI dan Asisten Ombudsman. 

Kerja sama luar negeri, dapat berupa : 

 
1. Melakukan kunjungan kerja dan pelatihan Internasional 

Ombudsman Institute (IOI) Regional Training Programme di 

Hongkong dan Macau. 

2. Menghadiri Internasional Ombudsman Institute World Conference 

di Wellington, Selandia Baru. 
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3) Workshop 

Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, di mana beberapa 

orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas 

masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop. 

4) Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diatur dalam Peraturan 

Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap 

Standar Pelayanan Publik. Indikator-indikator yang dinilai dalam 

penilaiankepatuhan antara lain : 

a. Standar pelayanan, meliputi kejelasan persyaratan, sistem 

mekanisme/prosedur, produk pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan 

kejelasan biaya/tarif 

b. Ketersediaan maklumat layanan. 

c. Ketersediaan sistem informasi publik baik itu elektronik maupun non 

elektronik seperti booklet, pamflet, website, monitor, televisi, dll 

d. Sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan ruang tunggu, toilet untuk 

pengguna layanan, dan adanya loket/meja pelayanan. 

e. Pelayanan khusus, meliputi ketersediaan sarana khusus bagi pengguna 

layanan berkebutuhan khusus dan pelayanan khusus unutk pengguna layanan 

yang memang membutuhkan. 

f. Pengelolaan pengaduan, meliputi ketersediaan informasi pengaduan (sms, 

telepon, email) dan ketersediaan pejabat untuk proses pengaduan. 

g. Penilaian kinerja, ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. 

h. Visi, misi dan motto pelayanan. 

i.  Atribut, ketersediaan petugas yang menggunakan id card. 

Pelayanan terpadu. 
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2.3 Ombudsman RI 

 
2.3.1 Sejarah Ombudsman RI 

 
Lembaga pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia15. 

Lembaga Ombudsman yang berada di Swedia menjadi jaminan untuk melawan 

kekuasaan yang represif dan mengatasi kesalahan pemenrintah di bidang 

administrasi (maladministrasi). Sekitar tahun 1809, berdirilah The Parlimentary 

Ombudsman, yang merupakan lembaga Ombudsman pertama yang ada dunia, yang 

bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan hak-hak kewarganegaraan. 

Ombudsman masih dinilai asing untuk Sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Secara harfiah, ombudsman berasal dari kata ombud yang memiliki arti perwakilan 

sah dan kata man yang memiliki arti orang. Maka dari itu, ombudsman merupakan 

perwakilan sah dari seseorang. Di Swedia lembaga Ombudsmna dikenal dengan 

nama Justitieombudsman yang memiliki arti perwakilan sah seseorang untuk 

megurusi segala urusan di depan hukum. Sistem pengawasan yang dimiliki oleh 

Ombudsman mengalami perkembangan dan telah lebih dari seratus negara di dunia 

yang memiliki lembaga Ombudsman di negaranya. Bahkan, sebagaian besar dari 

negara-negara tersebut sudah memasukkan Ombudsman kedalam Konstitusi 

beberapa negara yang telah memasukkan Ombudsman ke dalam Konstitusi adalah 

Denmark, Finlandia, filipina, Thailand, Afrika Selatan, Argentina, dan Meksiko. 

Jika dibandingkan dengan Thailand, Indonesia sudah lebih dulu mendirikan 

lembaga Ombudsman tetapi lebih dulu mencantumkan ketentuan tentang 

Ombudsman dalam Konstitusi16. 

Ombudsman Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman 

Nasional merupakan lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan 

untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh 

 

 

 

 

15 Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005). 
16 Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005). 
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BUMN, BUMD, dan badan hukum milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu17. 

Proses pembentukan Ombudsman di Indonesia dimulai ketika masa Presiden B.J 

Habibie berkuasa, yang kemudian dilanjutkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid. 

Tonggak sejarah pembentukan Ombudsman di Indonesia terjadi pada masa 

pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid18. Pada saat itu pemerintah menilai perlu 

untuk dibentuk lembaga Ombudsman di Indonesia. Diikuti dengan tuntutan 

masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraam 

Negara yang baik atau Good Governance. 

 
Melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 K.H. Abdurrahman Wahid 

membentuk tim pengkajian pembentukan lembaga Ombudsman. Latar belakang 

perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk dapat 

meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masayarakat dari perilaku 

penyelenggara Negara yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Memberikan 

kesempatan kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengadu kepada 

suatu lembaga yang independen yang bernama Ombudsman. 

 
K.H. Abdurrahman Wahid pada bulan Maret mengeluarkan Keputusan Presiden 

Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional19. Sehingga mulai saat 

itu, Indonesia mulai memasuki babak baru dalam sistem pengawasan. Dengan 

demikian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada 20 

Maret 2000 berdirilah lembaga Obudsman Indonesia dengan nama Komisi 

Ombudsman Nasional. Pembentukan lembaga Ombudsman menurut Kepres 

Nomor 44 tahun 2000 dilatarbelakangi oleh tiga pemikiran dasar, yaitu : 

 

 

 

 

 
17 Izzati, “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia.” 
18 Prof Dr Harun M.Hum S. H., Dr Nuria Siswi E. M.H S. H., and Galang Taufani M.H S. H., 

Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly (Muhammadiyah University Press, 2018). 
19 Antonius Sujata and R. M. Surachman, “Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, Dan 

Masa Mendatang,” Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002. 
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1) Pemberdayan masyarakat melalui peran serta dalam melakukan pengawasan 

akan lebih menjamin penyelenggaraan Negara yang jujur, bersih, transparan, 

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

2) Pemberdayaan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

penyelenggara negara merupakan sebuah implementasi demokrasi yang perlu 

dikembangkan kembali serta diaplikasikan agar penyelahgunaan wewenang 

dapat diminimalisi. 

3) Dalam penyelenggaraan Negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan 

memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat 

oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan yang merupakan bagian 

tak terpisahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

 
2.3.2 Wewenang Ombudsman RI 

 
Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dengan dibentuknya 

Ombudsman ini memperbanyak jumlah institusi-institusi Negara yang bersifat 

mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 

Berdasarkan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, wewenang ombudsman adalah sebagai berikut20 : 

1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis pelapor, terlapor, atau pihak 

lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. 

2) Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 

3) Laporan dari instansi terlapor. 

4) Melakukan pemangilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait 

dengan laporan. 

5) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para 

pihak. 

 

 

20 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia,” Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta, 2008. 
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6) Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi 

untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. 

7) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi. 

Selain wewenang yang disebutkan diatas, Ombudsman juga berwenang21 : 

 
1) Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan 

Penyelenggara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau 

prosedur pelayanan publik. 

2) Menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau kepala 

daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. 

 

Dalam menjalankan wewenangnya Ombudsman berpegang pada asas 

mendengarkan kedua belah pihak serta tidak menerima imbalan apapun baik dari 

masyarakat yang melapor atau instansi yang dilaporkan22. 

 
2.3.3 Fungsi dan Tugas Ombudsman RI 

 
Sebagaimana telah tercantum dalam undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berfungsi mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang 

diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk meyelengarakan pelayanan publik 

tertentu. 

Berkaitan dengan fungsi Ombudsman, telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan 

dibentuknya Ombudsman adalah sebagai lembaga pengawasan. Fungsi pengawasan 

yang dijalankan oleh Ombudsman dengan fungsi pengawasan yang 

 

21 Kadarsih, “TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM 

PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2008.” 
22 Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah, “Pengantar Hukum 

Administrasi Indonesia,” 2005. 
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dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas lainnya, yang bersifat internal dan 

eksternal, seperti pengadilan, BPK, DPR/DPRD, BPKP, KPK, Inspektorat Daerah 

dan lain-lain tidaklah sama dengan lembaga-lembaga pengawasan tersebut. 

 
Perbedaan antara Ombudsman dengan lembaga-lembaga tersebut, yaitu : 

1) Perbedaan dengan pengadilan, yaitu terletak pada keputusannya. Putusan 

pengadilan memiliki beberapa upaya hukum, yakni upaya hukum banding, 

kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan keputusan Ombudsman Republik 

Indonesia yang disebut rekomendasi tidak memiliki upaya hukum. 

Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman bersifat tidak mengikat (non legal 

binding), tidak dapat dipaksakan untuk di eksekusi. 

2) Perbedaan dengan Inspektorat Departemen, yaitu keputusannya bersifat 

administratif dan mengikat hanya pada oejabat dalam lingkungan instansi yang 

bersangkutan karena ruang lingkupnya terbatas. Sedangkan Ombudsman 

bersifat eksternal dan melingkupi seluruh institusi penyelenggara Negara dan 

pemerintah bahkan individu atau swasta. 

3) Perbedaan dengan BPK dan BPKP, yaitu kedua instansi ini hanya melakukan 

pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran belanja Negara dan daerah 

semata. Sedangkan Ombudsman mengawasi perilaku aparat administarsi 

terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

4) Perbedaan dengan DPR/DPRD, yaitu terletak pada focus pengawasan. 

DPR/DPRD meliputi pengawasan politik dan administratif pada pelaksanaan 

kebijakan pemerintah. Sedangkan Ombudsman menyangkut perilaku 

penyelenggara Negara dalam rangka pelayanan publik. 

5) Perbedaan dengan KPK, yaitu terletak pada objek pengawasan berupa perilaku 

terkait tindak pidana. Sedangka Ombudsman mengenai maladministrasi dalam 

melakukan pelayana publik. 

6) Perbedaan dengan Departemen Inspektorat, yaitu hanya menyangkut 

pelaksanaan dari tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan 

suatu daerah. 
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Kelebih-kelebihan yang dimiliki Ombudsman jika dibandngkan dengan lembaga- 

lembaga pengawas lainnya : 

1) Pemohon tidak dikenakan biaya. 

2) Laporan dapat dilakukan melalui lisan ataupun tulisan dan dapat 

mempergunakan sarana komunikasi jarak jauh. 

3) Tidak perlu menggunakan pengacara. 

4) Pemeriksaam dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke kantor 

Ombudsman. 

5) Kerahasiaan pelapor terjamin. 

6) Ombudsman dapat melakukan pembuktian sendiri, tanpa harus memanggil dan 

mengharuskan si pelapor membawa alat-alat bukti lengkap. 

7) Ombudsman dapat memanggil saksi dan mencari informasi kepada seluruh 

pihak yang dianggap perlu dan terkait dengan laporan atau masalah yang sedang 

di tangani. 

 

Ombudsman memiliki tugas diantarannya, yaitu : 

1) Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

2) Melakukan pemeriksaan substansi laporan. 

3) Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman. 

4) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyrakatan dan perorangan. 

6) Membangun jaringan kerja. 

7) Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, dan 

8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Metode yang digunakan peneliti di dalam penulisan ini, yaitu metode penelitian 

hukum yuridis normatif. Metode pendekatan masalah ini adalah metode yuridis 

normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji, memperlajari dan menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder23. 

Penelitian normatif ini menitikberatkan pada masalah yuridis yang berkaitan 

dengan aturan-aturan hukum24. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari data sekunder 

1. Data Sekunder, data ini sebagai data utama yang diperoleh dari studi pustaka 

(library research), yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan serta berbagai 

peraturan terkait dengan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dalam 

Perbaikan Pelayanan Publik Menurut UU No 37 Tahun 2008. Data sekunder ini 

berupa : 

1) Bahan hukum primer antara lain UU No 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 

2) Bahan hukum sekunder antara lain Literatur-literatur 

3) Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus serta media massa baik surat 

kabar, majalah. 

 
 

23 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 
24 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

1. Dalam pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan serangkaian dokumenter 

dengan membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

3.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data-data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di proses 

melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukang editing, yaitu data yang 

diperoleh diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan 

kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian 

dilakukan evaluating dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang 

diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas 

jawaban dengan masalah yang ada. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji 

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat diskriptif analitis, 

yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, sebagai berikut : 

 
1) Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan 

untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemberian pelayanan 

publik kepada masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Dalam 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik output dari 

Ombudsman adalah rekomendasi atau saran tertentu yang diberikan kepada 

penyelenggara negara untuk dapat melakukan perbaikan dalam pemberian 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa 

pelaksaan rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia belum 

efektif. Masih ditemukan instansi terlapor yang hanya melaksanakan Sebagian 

sampai dengan tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan Ombudsman 

Republik Indonesia. 

 

2) Faktor penghambat pelaksanaan rekomendasi ombudsman antara lain 

dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum untuk mematuhi rekomendasi 

yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya rekomendasi yang diberikan 

Ombudsman, yaitu kurangnya sosialisasi terhadap fungsi rekomendasi 

ombudsman, kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman, ketentuan sanksi 

bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, dan kesadaran 

penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksaan rekomendasi Ombudsman. 
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5.2 Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang digunakan adalah : 

 
1) Harus dilakukan sosialisasi terkait dengan Lembaga Ombudsman Republik 

Indonesia, sehingga seluruh masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik 

dapat mengetahui keberadaan serta fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga 

Ombudsman. 

 

2) Berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang masih belum 

berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan instansi yang tidak 

melaksanakan rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia. 

Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan untuk memperkuat kewenangan 

Ombudsman Republik Indonesia maupun Ombudsman yang berada di daerah- 

daerah. 
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